BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merasa aman adalah tanggung jawab setiap negara kepada warganya.
Indonesia mengatur keselamatan warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD
1945, “setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya
pertahanan dan keamanan negara”. Artinya warga negara dituntut untuk ikut serta
dalam upaya bela negara dan menciptakan keamanan dari gangguan dan ancaman,
baik eksternal maupun internal.

Di dalam pembangunan keamanan dan ketenteraman Masyarakat ditujukan
kepada upaya keamanan sistem dan keterlibatan masyarakat yang mandiri dengan
inti Polri sebagai alat penegakan negara yang legal, terampil, bersih, dan
berwibawa. Dalam hal ini upaya pencegahan dan pencegahan akan diutamakan,
sedangkan kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban akan terus
ditingkatkan. Apakah Publik untuk bergoyang Keselamatan di lingkungan
terdekat sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan otoritas.*

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, Polri harus menumbuhkan potensi masyarakat melalui

kemandirian. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimulainya era reformasi, sejak

! Noor Ms Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1985, him 91.



kepemimpinan Awaludin Djamin menjabat Kapolri, kebutuhan pembangunan
masyarakat di bidang keamanan telah ditandai, karena warga melihat peningkatan
kriminalitas meningkat dari segi kualitas. Tumbuhnya potensi masyarakat yang
mandiri di bidang keamanan yang terjadi saat ini, di era reformasi demokratisasi,
telah membuka lapangan kerja baru melalui pelibatan Satuan Perlindungan
Masyarakat (Satlinmas).2.

Menghubungkan polisi dengan masyarakat umum bukanlah tugas yang
mudah. Ada individu yang bergerak cepat dan ada pula yang meluangkan
waktunya untuk beradaptasi dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang berada
di bawah yurisdiksinya. Yang lebih penting adalah bagaimana polisi bekerja sama
dengan seluruh n komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai k
jenis kejahatan sekaligus mendapatkan dukungan masyarakat yang sebesar-
besarnya. Agar efektif, upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh polisi
dan anggota masyarakat harus dapat mencegah munculnya dan berkembangnya
kejahatan tambahan. Akibatnya, upaya harus sistematis, baik preventif maupun
punitif. Perlu pertimbangan karena secara konseptual masyarakat menuntut peran
polisi yang lebih besar.?

Terkait dengan kebijakan pemerintah, dalam rangka mendorong

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi keamanan Polri menerapkan

2 M. Wresniwiro, Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta,
2002, him 12

*Abussalam H.R., Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu Agung,
Jakarta, 2009, hal 13.
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fungsi pembinaan keamanan Ketertiban Umum (Kamtibmas) melalui antara lain
peran Pembina Masyarakat (Binmas), kemudian Binmas dengan Kamtibmas.
secara sukarela, dan akhirnya melalui pembentukan Bhayangkara Pembina
Keamanan dan Ketertiban (Bhayangkara). Masyarakat (selanjutnya disebut
Bhabinkamtibmas) diharapkan dapat menjadi ujung tombak Polri dalam
membangun masyarakat guna melaksanakan program Kamtibmas | yang
digariskan Polri dan pemerintah.

Dalam rangka menjaga keamanan ', ketenteraman dan Kketertiban
masyarakat Satlinmas sebagai organisasi kemasyarakatan sebagai tangan panjang
dari masyarakat berusaha membantu tugas Babinsa dan Babinkamtibmas dalam
menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menanggulangi
terjadinya tindak pidana.

Sesuai dengan  paradigma kepolisian sipil  dalam masyarakat madani
seperti sekarang ini Linmas yang dikenal selama ini diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan
Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat
Permendagri No. 10 Tahun 2009), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 mengartikan
Linmas adalah “warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna

mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,



ketentraman dan Kketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan”.
Keberadaan Satlinmas adalah untuk memitigasi dan meminimalkan akibat
bencana, serta menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta
kegiatan sosial.*

Menurut Marc Ancel, memahami kebijakan kriminal atau kejahatan politik
(criminal policy) adalah upaya yang rasional dan terorganisir untuk menangani
kejahatan.” Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa

definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. Criminal Palicy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu
tentang reaksi atau pembalasan dalam menghadapi kejahatan).

2. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu
untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan).

3. Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime
(Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia

sebagai kejahatan atau desain perilaku manusia dalam konteks kejahatan).

* Ridwan Juniarso & Sudrajat Achmad Sodik, Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Publik ,
Nuansa, Bandung ,2009, him. 112.

5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
h. 2.
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4. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal
adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional atau agregat rasional

tanggapan terhadap kejahatan).®

Menurut Marc Ancel dalam bukunya Muladi, pengertian penal policy
(kebijakan hukum pidana) adalah adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan
seni yang mempunyai tujuan praktis agar peraturan perundang-undangan yang
positif dapat dirumuskan dengan lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak
hanya kepada pembuat UUD, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan
hukum dan terhadap penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. ’

Menurut Barda Nawawi Arief, hakekat hukum pidana bukanlah sekedar
legislasi teknik profesi yang dapat dicapai melalui penalaran yuridis normatif dan
nalar dogmatis sistematis. Selain pendekatan faktual, pendekatan sosiologis,
historis, atau komparatif juga dimungkinkan. Pendekatan ini, bagaimanapun,
memerlukan pendekatan holistik berdasarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan
dan pendekatan terpadu untuk kebijakan sosial dan pembangunan pada
umumnya..® Barda Nawawi Arief mengusulkan hubungan antar pola. Di antara
kebijakan pidana dengan  penekanan pada pencegahan dan pengendalian

kejahatan, ia berpendapat bahwa pendekatan terpadu dan berkelanjutan harus

6 G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology(An Inversion of the Concept of Crime), Penerbit: Kluwer-
Deventer, Holland, 1969, h. 57-59

" Muladi, Kapita selekta Sistem Peradilan Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
hal, 13 - 14

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Fajar Interpratama Mandiri,
Jakarta, 1996, hal, 29
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diambil antara tindakan "penal™ dan "non-penal”. Deteksi dan pendekatan tindak
pidana dengan fasilitas penal adalah “penal policy” atau “criminal law
enforcement policy” Yyang difungsikan dan/atau dioperasionalkan melalui
serangkaian langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi) pemberlakuan legislatif

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)

3. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)

Upaya dan kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-
undangan adalah kejahatan yang baik pada dasarnya tidak ada tindakan
pencegahan yang dapat dilepaskan dari tujuan yang dimaksudkan. Dengan
demikian, kebijakan pidana merupakan tindakan penanggulangan perbuatan
pidana dengan menggunakan pidana (penal). Hukum pidana yang mengatur upaya
penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum
(khususnya penegakan hukum pidana). karena itu sering dinyatakan bahwa
kejahatan hukum kebijakan juga merupakan komponen penegakan hukum
kebijakan, yang disebut sebagai “Law Enforecmen Policy” (Kebijakan Penegakan

Hukum).?

Upaya-upaya yang tidak bersifat penal (pidana) menempati posisi yang
kritis dan strategis dalam menangani sebab-sebab terjadinya kejahatan dan

kondisi-kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu kejahatan. Upaya

® Ibid, hal 36.



penanggulangan juga diperlukan; dalam upaya penanggulangan, perbuatan yang
bersifat pidana dijadikan bukan pidana, dan lebih mengedepankan pencegahan
suatu tindak pidana. Upaya pencegahan diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor
yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, perilaku yang berpusat pada
masalah, atau kondisi sosial yang dapat berkontribusi atau menyuburkan perilaku
kriminal baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan sarana non
penal semakin diintensifkan dan dibuat lebih efektif, di samping berbagai alasan
lain untuk menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan sarana non penal untuk

mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Masyarakat Desa Undaan Lor memiliki peran yang sangat penting untuk
menjaga Kketertiban dan keamanan Desa, terjalinnya suatu keamanan tersebut
tergantung dari peran aktifnya organisasi yang digagas oleh masyarakat desa
tersebut. Adapun yang menjadi peran penting masyarakat dalam menjaga
keamanan di lingkungan wilayah kerjanya adalah menjaga keamanan dan
ketertiban 'masyarakat.. Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan
masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Masyarakat khususnya
di Desa Undan Lor sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari
segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan
menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang
dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Kegiatan
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masyarakat Desa Undaan Lor dalam mewujudkan keamanan yaitu dengan
melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana secara mandiri yang salah
satunya diperankan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Di dalam menekan tindak pidana, masyarakat selalu melakukan pengawasan
terhadap terjadinya tindak pidana di wilayahnya, Apabila terjadi tindak pidana
seperti judi dan minum minuman keras, maka masyarakat segera menegurnya
dan apabila tidak berhenti maka masyarakat melaporkannya kepada Satlinmas,
dan Satlinmas segera membubarkannya.

Salah satu contoh kasus pencurian yang terjadi di Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagaimana di muat dalam isknews.com
yaitu aksi pencurian kabel fiber optic milik Telkom digagalkan masyarakat
(Satlinmas) Desa Undaan Lor kronologi kejadian sekitar pukul 20.00 WIB pada
hari Kamis, 4 Juni 2020. Aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh
Abdul Ghofur selaku anggota Satlinmas Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
Kudus sedang melaksanakan piket rutin di posko Satinmas Desa Undaan Lor,
yang bersangkutan melihat gelagat mencurigakan dari beberapa orang yang
sedang menggulung kabel di gang 12 atau sekitar balai desa Undaan Lor. Temuan
tersebut disampaikan kepada Sutrisno yang merupakan anggota Satlinmas Desa
Undaan Lor sehingga upaya aksi pencurian yang dilakukan oleh para pencuri
kabel fiber optic di wilayahnya dapat digagalkan. Hal ini menggambarkan bahwa

peran Satlinmas di masyarakat pada umumnya dan di Undaan Lor khususnhya



mempunyai peran sentral dalam deteksi dini adanya gangguan kejahatan dan
memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat desa dalam bidang
keamanan.

Apabila di kaitkan dengan unsur pasal tindak pidana pencurian Pasal 362
KUHP, maka kejahatan pencurian kabel fiber optic adalah perbuatan yang di
lakukan pelaku dengan mengambil suatu barang yaitu kabel fiber optic itu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki
kabel fiber optic tersebut secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian kabel
fiber optic termasuk sebagai tindak pidana pencurian yang di atur dalam KUHP.

Berikut penulis sajikan data penyelesaian tindak Pidana di Polsek Undaan

Tahun 2020 di 16 Desa di Kecamatan Undaan.

DATA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI POLSEK UNDAAN

TAHUN 2020

NO LAPORAN PASAL/KERUGIAN TKP
POLISI

1 LP/B/01/1/2020/ | Pasal 362 KUHPidana , 1 (satu) unit | Jalan  depan
Res Kudus/ Sek | SPM Honda Beat tahun 2019 Nopol | Pasar Kalirejo
Und. Tanggal | H-2878-EK senilai Rp.14.000.000,- | , Ds. Kalirejo
24 Jan 2020 (empat belas jut rupiah Undaan




LP/B/02/1/2020/
Res Kudus/ Sek
Und. Tanggal
10 Feb 2020

Pasal 362 KUHPidana, 1 (satu) unit
SPM Honda Vario 125cc tahun 2018
Nopol K-3569-ACB
Rp.15.000.000,-
rupiah)

senilai

(lima belas juta

Teras kos
Desa Undaan
Gang 24

Undaan Kudus

Lor

LP/B/03/1/2020/
Res Kudus/ Sek
uUnd.
11 Feb 2020

Tanggal

Pasal 363 KUHPidana, 1 (satu) unit
SPM Honda Vario 125 CC tahun
2016 Nopol K-2911-YR senilai Rp.
16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Di dalam
rumah Ds.
Glagah Waru
Rt.03 RW.04

Undaan Kudus

LP/B/04/1/2020/
Res Kudus/ Sek
Und.
13 Mei 2020

Tanggal

Pasal 362 KUHPidana, 1 (satu) unit
gergaji kaca merk MARCK , senilai
Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus
ribu rupiah.

Di Toko gang
5 RT.5 RW.1
Undaan ~ Lor
Undaan

Kudus.

LP/B/05/1/2020/
Res Kudus/ Sek
und.
13 Mei 2020

Tanggal

Pasal 170 KUHPidana, 1 (satu) jiwa

mengalami luka ringan.

Di pinggir
jalan Kalirejo-
Kutuk
Ds.

Waru.

turut
Glagah
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6 LP/B/06/1/2020/ | Pasal 351 KUHPidana, 1 (satu) jiwa | Di dalam
Res Kudus/ Sek | mengalami luka ringan. rumah  turut
Und. Tanggal Ds. Medini
10 Juni 2020 RT.07 Rw.03

Undaan Kudus

7 LP/B/07/1/2020/ | Pasal 362 KUHPidana, 1 (satu) buah | Toko emas
Res Kudus/ Sek | kalung emas jenis Italy Bambo | Kuning depan
Und. Tanggal | dengan berat 8 gram, senilai Rp. | Pasar Babalan
26 Juni 2020 5.600.000,- (lima juta enam ratus | turut Ds.

ribu rupiah). Kalirejo.

8 LP/B/08/1/2020/ | Pasal 362 KUHPidana,1 (satu) buah | Jalan Desa
Res Kudus/ Sek | dompet berisi dokumen pribadi dan | Undaan  Lor
Und. Tanggal 8 | kalung senilai + Rp. 4.000.000,- | gang.10
Juli 2020 (empat juta rupiah). Undaan kudus

9 LP/B/09/1/2020/ | Pasal 363 KUHPidana, 1 (satu) unit | Halaman
Res Kudus/ Sek | SPM senilai + Rp.13.000.000,- (tiga | Masjid  Jam’
Und.  Tanggal | belas juta rupiah) Ds.Undaan
18 Juli 2020 Lor gang.3

10 | LP/B/10/1/2020/ | Pasal 363 KUHPidana, | (satu) unit | Halaman
Res Kudus/ Sek | SPM Honda Beat tahun 2019 Nopol : | Musholla
Und. Tanggal | K-6675-AJB  senilai + Rp. | Sabilil
15 Agust 2020 | 14.000.000,- (empat belas juta | Muttagin turut

rupiah). Ds. Medini
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09.4

11 | LP/B/11/1/2020/ | Pasal 363 KUHPidana, Kerugian | Di dalam
Res Kudus/ Sek | material senilai + Rp. 1.489.800,- Indomaret Ds.
Und. Tanggal 4 Kalirejo
Des 2020 Undaan Kudus

Sumber Data : Data diambil dari Polsek Undaan
Berdasarkan data penyelesaian tindak pidana tahun 2020 dari Kepolisian
Sektor Undaan dari 11 kasus tindak pidana di 16 Desa di Kecamatan Undaan, 4
tindak Pidana terjadi di Undaan Lor antara lain :
1. Tanggal 10 Februari 2020 terjadi pencurian satu sepeda motor Vario
125 cc di teras kos gang 24 Undaan Lor.
2. Tanggal 13 Mei 2020 terjadi pencurian satu unit gergaji kaca merk
Marck di toko gang 5 Undaan Lor.
3. Tanggal 8 Juli 2020 terjadi pencurian satu buah dompet berisi dokumen
dan kalung di jalan gang 10 desa Undaan Lor.
4. Tanggal 18 juli 2020 terjadi pencurian satu unit sepeda motor di
halaman Masjid Jami’ gang 3 desa Undaan Lor.
Dari data diatas tercermin bahwa Desa Undaan Lor adalah Desa yang memiliki

Index kriminal yang tinggi di Kecamatan Undaan.
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dalam penelitian ini yaitu
Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dalam
Perspektif Politik Kriminal (Studi Kasus di Desa Undaan Lor Kecamatan

Undaan Kabupaten Kudus)

. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah peran masyarakar dalam menanggulangi tindak pidana ditinjau
dari perspektif politik kriminal di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus?

2. Hal-hal apa saja menghambat upaya penanggulangan tindak pidana dalam
perspektif politik kriminal di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka
tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pencegahan tindak pidana
ditinjau dari politik kriminal di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan

Kabupaten Kudus.
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pencegahan tindak pidana ditinjau dari politik kriminal di Desa
Undaan Lor, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian
Ada 2 (dua) kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu
secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis,

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan
kontribusi - bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya di bidang hukum pidana.

2. Kegunaan secara praktis,

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini antara lain pertimbangan donasi,
khususnya bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal satuan peran
perlindungan masyarakat (Satlinmas).

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pengetahuan hukum, khususnya di bidang perlindungan masyarakat
(Satlinmas).

b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

ilmu pengetahuan tentang peran satuan perlindungan masyarakat.
E. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dengan masing-masing
bab berfokus pada aspek hubungan yang berbeda. Setiap bab diringkas dalam

sub-bab berikut:

e



BAB | merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari
kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok
permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang upaya penanggulangan
tindak pidana, kebijakan kriminal, satuan perlindungan masyarakat, tindak
pidana.

BAB Ill menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode
pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan
sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan pencegahan tindak
pidana ditinjau dari politik kriminal di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pencegahan tindak pidana ditinjau dari politik kriminal di Desa Undaan Lor,
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus,

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan
saran dari hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV. Kesimpulan adalah
jawaban dari rumusan masalahdalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan ini,
penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak

yang terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak
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pidana pencurian dalam perspektif politik kriminal (Studi Kasus di Desa Undaan

Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).
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